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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran 
anggaran, Partisipasi Anggaran Terhadap akuntabilitas Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen. 
Penelitian Ini mengunakan populasi seluruh aparat DPPKAD Kabupaten Sragen yang berjumlah 40 orang 
dengan teknik pengambilan sample convenience sampling. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 40 dan yang kembali 
sebanyak 33. Sample dalam penelitian ini sebanyak 33 sample dan diolah mengunakan diolah mengunakan analisis 
regresi linier berganda guna untuk mengetahui pengaruh antara Penganggaran Berbasis Kinerja, Kejalasan Sasaran 
Anggaran, dan Partisipasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. 
Hasil penelitian menunjukan secara simultan variabel Penganggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran 
Anggaran dan Partisipasi Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara parsial 
hasil penelitian sebagai berikut: (1) penganggaran berbasis kinerja secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas 
kinerja pada tingkat signifikansi 0,019< α = 0,05 sehingga hipotesis 1 diterima. (2) kejelasan sasaran anggaran secara 
parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada tingkat signifikansi 0,027< α = 0,05 seehingga hipotesis 2 
diterima.(3) partisipasi anggaran secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada tingkat 
signifikansi 0,044< α = 0,05 sehingga hipotesis 3 diterima. 
 





The purpose of this study was to analyze the influence of Performance-Based Budgeting, Goal Clarity 
budget, the Budget Participation accountability Performance Against Local Government Officials at the Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen. 
 This study uses population of the entire apparatus DPPKAD Sragen which numbered 40 people with 
sampling Convenience sampling technique. Number of questionnaires distributed by 40 and returning as many as 
33. The sample in this study were processed using 33 sample and processed using multiple linear regression analysis 
in order to determine the effect of performance-based budgeting, Kejalasan Target Budget and Budget Participation 
Of Local Government Performance Accountability , 
 The results showed simultaneous variable performance-based budgeting, Goal Clarity Budget and Budget 
Participation influence on Government Performance Accountability. The partial results of the study as follows: (1) 
performance budgeting is partially an effect on performance accountability at the level of significance 0.019 <α = 
0.05 so the first hypothesis is accepted. (2) The budget goal clarity partial effect on accountability for performance at 
a significance level of 0.027 <α = 0.05 seehingga second hypothesis is accepted. (3) participation in partial budget 
does not affect the performance accountability at the level of significance 0.044 <α = 0.05 so 3 hypothesis is 
accepted. 
 






Pemberdayaan ekonomi daerah sangat penting sekali untuk ditingkatkan guna menunjang peningkatan 
ekonomi nasional. Dalam konteks ini, peran kebijakan pemerintah yang efektif dan efisien sangatlah penting 
diperlukan baik kebijakan ekonomi untuk daerah maupun kebijakan ekonomi untuk pemerintah pusat.  
Penetapan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 oleh pemerintah, 
mengenai Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berimplikasi 
pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang nyata yang harus diberikan kepada pemerintah 
daerah (Halim, 2007). Selanjutnya, undang-undang ini diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 32 
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah danUndang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kemudian kedua Undang-undang tersebut telah berubah 
menjadi akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (Kepada 
pemerintah pusat) kepertanggungjawaban horizontal (Kepada masyarakat melalui DPRD). 
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan 
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak 
yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (BPKP, 2011).  
Anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada 
output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi (Bastian, 2006: 171). 
Diterapkannya anggaran berbasis kinerja pemerintah berharap anggaran digunakan secara optimal untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor 
publik.  
Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang 
keuangan negara telah menetapkan penggunaan pendekatan penganggaran berbasis prestasi kerja atau kinerja dalam 
proses penyusunan anggaran disebutkan bahwa masalah yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki 
proses penganggaran adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja karena penganggaran berbasis kinerja 
merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja yang ingin dicapai. 
Menurut Kenis (1979) dalam Deki Putra (2013), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan 
anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang 
bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk 
menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah.  
Partisipasi penganggaran merupakan proses dalam organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan 
tujuan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Kenis (1979) mengemukakan bahwa partisipasi penganggaran 
dapat menyelaraskan tujuan pusat pertanggungjawaban dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. 
 
TujuanPenelitian 
Berdasarkan uraian latar belakang serta perumusan masalah yang tidak diuraikan sebelumnya. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara penganggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran 
anggaran dan partisipasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja aparat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Sragen. 
TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
Anggaran Berbasis Kinerja 
Anggaran berbasis kinerja ( Perfomance based budgeting ) pada dasarnya adalah sebuah sistem penganggaran 
yang berorientasi pada output. Menurut Abdul Halim (2007:177) mengartikan Anggaran Berbasis Kinerja adalah 
Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan 
yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam 
pencapain hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit 
kinerja 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syambudi Prasetia Bahri (2012) yang berjudul Pengaruh Penerapan 
Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Instansi Pemerintah ( Studi Pada Dinas Pendapatan 
dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon ). Berdasarkan Hasil pengujian Hipotesis terbukti terdapat 
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pengaruh yang signifikan antara pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik. Hal 
tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Komang S E, Made Pradana A, Nyoman Ari S D.2014. 
Dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja).Penelitian 
ini termasuk dalam penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan uji parsial yang telah dilakukan telah 
membuktikan bahwa hipotesis diterima atau anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas 
kinerja. 
H1: Anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
Kejelasan Tujuan Anggaran 
 Direktorat Jendral Otonomi Daerah (2001) dalam Abudullah (2005) menyatakan bahwa arah dan kebijakan 
umum APBD pada dasarnya memuat informasi mengenai tujuan (goals) dan sasaran (objectives) yang akan dicapai 
oleh daerah yang bersangkutan dalam tahun anggaran tertentu. Kedua komponen arah dan kebijakan umum APBD 
ini merupakan jawaban atas “where do we want to be” dalam proses perencanaan strategis. Tujuan merupakan arah 
(direction) yang akan menunjukkan batas-batas (milestones) sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. 
Ni Kadek A, Ni Luh Gede E S, Ni Kadek S. 2014. Dalam penelitianya yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas 
Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial SKPD di 
Kabupaten Klungkung.Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian 
ini mengambil lokasi di Kabupaten Klungkung. Populasi dalam penelitian ini yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) yang ada di Kabupaten Klungkung yang terdiri dari 30 SKPD, sedangkan sampelnya berjumlah 60 orang 
yang terdiri dari kepala/pimpinan SKPD dan satu orang kepala sub bagian keuangan dari masing-masing SKPD. 
Berdasarkan hasil penelitian hasil menunjukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif 
terhadap kinerja manajerial SKPD yang ada di Kabupaten Klakung. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Luh Putu Pitesa W, Ni Kadek S, dan Anantawikrama Tungga A. 2014. Dalam penelitiannya yang 
berjudul Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran dan Pengawasan Intern Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat 
Dearah Kabupaten Bangli.Hipotesis pada penelitian ini dilakukan analisis regresi berganda dengan mengunakan uji 
determinasi (R2), uji parsial (t), dan  uji simultan (F). Berdasarkan hasil uji data pada tabel 2, secara statistik 
membuktikan bahwa partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap 
kinerja SKPD. Hal tersebut di buktikan dari nilai koefisien regresi (β) positif sebesar 0,169 dan berada pada taraf 
signifikan 0,002 < 0,05. 
H2: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
Partisipasi Anggaran  
Argyris (1964) dalam Nor (2007) menyatakan bahwa partisipasi sebagai alat untuk mencapai tujuan, 
partisipasi juga sebagai alat untuk mengintegrasikan kebutuhan individu dan organisasi. Sehingga partisipasi dapat 
diartikan sebagai berbagi pengaruh, pendelegasian prosedur-prosedur,keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan 
suatu pemberdayaan. Partisipasi yang baik membawa beberapa keuntungan sebagai berikut: (1) memberi pengaruh 
yang sehat terhadap adanya inisiatif, moralisme dan antusiasme, (2) memberikan suatu hasil yang lebih baik dari 
sebuah rencana karena adanya kombinasi pengetahuan dari beberapa individu, (3) dapat meningkatkan kerja sama 
antar departemen, dan (4) para karyawan dapat lebih menyadari situasi di masa yang akan datang yang berkaitan 
dengan sasaran dan pertimbangan lain Irvine (1978) dalam  Nor  (2007). 
Munawar (2006) menemukan bahwa karakteristik tujuan anggaran dengan variabel partisipasi anggaran 
berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku, sikap dan kinerja aparat pemerintah daerah di Kabupaten Kupang. 
H3: Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
Akuntabilitas  
Istilah Akuntabilitas berasal dari istilah bahasa inggris accountability yang berarti pertangungjawaban atau 
keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung jawaban. 
Menurut Mardiasmo (2009:20) mengartikan Akuntabilitas publik adalah kewajiban seorang pemegang 
amanah untuk memberikan informasi, pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapan segala 
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aktifitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan 




Populasi dan Sampel 
. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sragen yang berjumlah 40 orang.. Metode pengambilan sampel 
dalam penelitian ini dengan sampling jenuh yaitu penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 
sampel.Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua anggota populasi. 
Penelitian ini menggunakan skala Likert yaitu penilaian dari 1 sampai dengan 5 untuk mendapatkan jawaban 
sangat tidak setuju sampai dengan jawaban sangat setuju dengan memberi tanda checklist pada jawaban yang akan 
dipilih oleh responden pada lembar kuesioner. 
Jenis dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dimana diperoleh dengan menyebarkan kuesioner 
yang berisikan beberapa pernyataan. Data yang dikumpulkan dan diolah dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban 
kuesioner oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset 
Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sragen 
PengukuranVariabelPenelitian 
Variabel dependen 
Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel akuntabilitas kinerja dikembangkan oleh Mardiasmo, 
2002 dalam Netty (2011) antara lain: akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas 
program, akuntabilitas kebijakan. 
. 
Variabel independen 
 Variabel penganggaran berbasis kinerja dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator yang 
dikembangkan Halim (2007,h.177) dalam Bahri (2012)  PengukuranKinerja, Penghargaan dan Hukuman (Reward and 
Punishment), Kontrak Kinerja,  Kontrol Eksternal dan Internal, Pertanggungjawaban Manajemen. 
 Indikator yang digunakan untuk mengukur Kejelasan sasaran anggaran berdasarkan Abdul Halim (2002) 
dalam Netty (2011) antara lain: pusat tanggungjawab, perencanaan, bidang kegiatan, sasaran yang jelas, sasaran dapat 
dimengerti. 
 
 Variabel partisipasi anggaran Partisipasi anggaran dinilai dapat mengurangi kesenjangan anggaran apabila 
bawahan membantu memberikan informasi pribadi tentang prospek masa depan sehingga anggaran yang disusun 
menjadi lebih akurat, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa semakin besar partisipasi anggaran dari para 
pimpinan akan dapat meningkatkan senjangan anggaran. Abdul Latif (2014). 
 
 
Metode Analisis Data 
Uji Kelayakan Data 
Uji kelayakan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian 
validitas instrumen akan dilakukan dengan cara menguji korelasi antara skor item dengan skor total masing-masing 
variabel. Secara statistik, angka korelasi bagian total yang diperoleh harus dibandingkan dengan angka dalam tabel r 
product moment. Apabila nilai r dihitung lebih dari > r tabel maka kuesioner tersebut dapat dikatakan valid dan 
sebaliknya. Teknik pengujian reliabilitas ini menggunakan teknik uji statistik Cronbach Alpha, hasil perhitungan 
menunjukkan reliable bila koefisien alphanya (α) lebih besar dari 0,6 artinya kuesioner dapat dipercaya dan dapat 
digunakan untuk penelitian. 
Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikoloniearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas 
dalam penelitian ini dilakukan menggunakan alat uji Kolmogorov-Smirnov, jika nilai probabilitas diatas 0,05 maka data 
terdistribusi normal. Uji multikoloniearitas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya 
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korelasi antar variabel independen (bebas) dilihat dari nilai tolerance dan VIF. Nilai cut off yang umum dipakai 
untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0,10 ataunilai VIF > 10. Uji heteroskedastisitas 
bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residu satu pengamatan ke 
pengamatan lain. Jika probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 
model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 
Uji Hipotesis 
Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Analisis 
regresi berganda dilakukan untuk melihat pengaruh dari variable independen tehadap variabel dependen, apakah 
variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Model penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut: 
AK = a + β₁PBK + β₂KSA + β3PA +  e 
Dimana:   
AK = Akuntabilitas Kinerja 
PBK = Penganggaran Berbasis Kinerja 
 KSA = Kejelasan Sasaran Anggaran  
PA = Partisipasi Anggaran 
β₁, β₂ = Koefisien regresi parsial 
a  = Konstanta 
e  = Variabel Pengganggu (error) 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t. Dilakukan menggunakan bantuan SPSS dengan taraf 
signifikan 5%. Apabila sig t > α maka hipotesis ditolak dan jika t < α maka diterima. Sebelum melakukan uji 
hipotesis akan dilakukan uji koefisien determinasi (R2) dan uji F. Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk 
mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji F pada dasarnya 
untuk menguji apakah semua variabel independen (bebas) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 
secara simultan terhadap variabel dependen. Dengan membandingkan nilai Fhitung dengan nilai Ftabel dan 
signifikan 0,05. 
HASIL PENELITIAN 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 
 Hasil uji validitas diketahui bahwa semua item pernyataan untuk keenam instrumen variabel adalah valid karena 
rhitung > rtabel. Hasil uji reliabilitas untuk setiap item pernyataan dari keempat instrumen untuk variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini diketahui bahwa semua variabel baik variabel penggangaran berbasis kinerja, kejelasan 
sasaran anggaran, partisipasi anggaran dan akuntabilitas kinerja adalah reliabel karena mempunyai nilai Alfa 
Cronbach> 0,60 sehingga dapat dipergunakan untuk mengolah data selanjutnya. 
Hasil Pengujian Asumsi Klasik 
 Hasil Pengujian asumsi klasik pada penelitian ini uji normalitas menunjukan data terdistribusi secara normal 
serta bebas dari adanya gejala multikolinearitas dan heteroskedastisitas serta autokolerasi. 
 Hasil analisis berganda dalam penelitian ini dapat dimodel persamaan sebagai berikut: 
 
AK = 12,763+ 0,493PBK + 0,820KSA+ 0,590PA + e 
 
 Konstanta sebesar 12,763 dengan parameter positif menunjukkan bahwa apabila penganggaran berbasis 
kinerja, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran dianggap konstan (tetap), maka akan meningkatkan 






Hasil Uji t 
Variabel thitung t tabel Sig. Interpretasi 
Penganggaran Berbasis Kinerja 2,493 2,045 0,019 Signifikan 
Kejelasan Sasaran Anggaran 2,326 2,045 0,027 Signifikan 
Partisipasi Anggaran 2,104 2,045 0,044 Signifikan 
Sumber: Data primer diolah, 2016 
 
Berdasarkan hipotesis pertama menunjukan bahwa variabel penganggaran berbasis kinerja dengan nilai sig. 
sebesar 0,019 lebih kecil daripada 0.05 sehingga H1 diterima artinya bahwa penganggaran berbasis kinerja 
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. 
Berdasarkan hipotesis pertama menunjukan bahwa variabel kejelasan sasaran anggran dengan nilai sig. 
sebesar 0,027 lebih kecil daripada 0.05 sehingga H2 diterima artinya bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh 
terhadap akuntabilitas kinerja. 
 Berdasarkan hipotesis pertama menunjukan bahwa variabel partisipasi anggran dengan nilai sig. sebesar 
0,044 lebih kecil daripada 0.05 sehingga H3 diterima artinya bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap 
akuntabilitas kinerja. 
KESIMPULAN 
 Simpulan  
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian yang telahdilakukan terhadap permasalahan, 
maka diperoleh kesimpulan. Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja ,hasil ini 
dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari5% (0,019< 0,05),sehingga hipotesis pertama diterima. Artinya 
penganggaran berbasis kinerja yang baik, maka akan mengakibatkan akuntabilitas kinerja juga akan menjadi 
meningkat. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja, hasil ini dibuktikan dengan nilai 
signifikansi lebih kecil dari 5% (0,027< 0,05). Sehingga hipotesis kedua diterima. Artinya semakin baik dan ada 
kejelasan sasaran anggaran, maka akuntabilitas kinerja juga akan semakin meningkat. Partisipasi anggaran 
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja, hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% (0,044< 
0,05). Sehingga hipotesis ketiga diterima. Artinya maksimalnya partisipasi anggaran akan menjadikan semakin 
maksimal juga akuntabilitas kinerja. 
 
 Keterbatasan Penelitian dan Saran 
Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian hanya mencangkup aparat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sragen, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan 
kepada populasi yang lebih luas. Peneliti hanya menggunakan tiga variabel independen yang mempengaruhi 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu, penganggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran dan 
partisipasi anggaran. Sehingga terdapat variabel independen lain yang belum mampu  dijelaskan sebesar 64,9% yang 
kemungkinan memiliki pengaruh terhadap variabel akuntabilitas kinerja. Dalam penelitian ini data yang dihasilkan 
hanya dari instrument kuesioner yang didasarkan pada persepsi jawaban responden, sehingga kesimpulan yang 
diambil hanya berdasarkan data yang dikumpulkan melalui penggunaan instrumen secara tertulis. 
Berdasarkan simpulan yang diperoleh serta adanya keterbatasan dalam penelitian, sehingga saran-saran yang 
dikemukakan adalah Sampel (responden) dalam penelitian ini sangat terbatas karena jumlah dan lingkup area tidak 
begituluas (hanya terbatas padaa parat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) 
Kabupaten Sragen) sehingga relative tidak bias digeneralisasi untuk populasi yang lebih luas selain aparat Dinas 
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sragen. Penelitian mendatang dapat 
menggunakan sampel secara lebih luas agar diperoleh hasil penelitian yang lebih baik, lebih bias digeneralisasi, bias 
memberikan gambaran yang lebih riil tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Bagi penelitian mendatang 
hendaknya dapat menambah variabel-variabel lain yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja selain variabel yang 
digunakan agar hasilnya dapat terdefinisi dengan lebih sempurna. Atau bias juga menambahkan variabel intervening 
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